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ABSTRAK

Praktik gadai sudah lama dipraktikan di tengah-tengah masyarakat Talang
Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Praktik gadai barang rumah
tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual, yang dilakukan dimasyarakat
Talang dapat dijelaskan sebagai berikut:Yaitu dengan meminjam uang dengan
jaminan barang rumah tangga dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan
menyebutkan tanggal serta bulan, namun seiring berjalan-nya waktu Murtahin
menagih hutang tersebut dan pihak Rahin tidak mau membayar hutang tersebut
dan malah menyuruh Murtahin untuk menjualkan barang jaminan kepada orang
lain, dan jika harga jual barang jaminan melebihi jumlah hutang Rahin meminta
untuk di bagi dua, sedangkan jika barang terjual harga barang jaminan tersebut
tidak menutupi jumlah hutang Rahin. akad semacam ini tentunya menguntungkan
salah satu pihak, pihak yang merasa di rugikan adalah pihak Murtahin karena niat
baik dari Murtahin malah di salah gunakan dan Rahin ingin mencari keuntungan
dengan memanfaatkan Murtahin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prakti gadai
barang rumah tangga/di.masyarakat Talahg Kecamatan Teluk Betung Selatan,
Bandar Lampung, dan bagaimana tlnjauan hukum Islam tentang pelaksanaan
praktik gadai barang rumah tangga d| masyarakat Talahg Kecamatan Teluk

. Bandar. Lam n tujuan darj’ tian ini untuk
cara Jelas prakte& rumah tangga

tuk mengetahui

angahwhukum Islam tentang pelaksana al barang rumah
an%&camatan T(ﬂulq.%et atan, Bandar Lampung.
o=

Metode penelifian ka penelitian ini yaitu penelitian
yang langsung di lakukan di lapangan, yakni pada masyarakat Talang Kecamatan
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, tentang praktik gadai barang rumah
tangga, Adapun data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder, yang di
maksud data primer yaitu data yang di dapatkan dari masyarakat, sedangkan data
sekunder di dapatkan dari sumber-sumber buku. Metode pendataan secara
observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisa data pengelolaan data
di lakukan melalui editing, dan sistematisasi data, sedangkan dalam analisis data
menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan
praktik gadai barang rumah tangga yang di lakukan oleh masyarakat yaitu dengan
melakukan perjanjian gadai dimana jaminannya berupa barang rumah tangga.
Apabila jatuh tempo yang telah ditentukan Rahin belum sanggup membayar,
maka Murtahin meminta Rahin untuk menjual barang rumah tangga kepada pihak
lain, bilamana terdapat kelebihan harga barang jaminan melebihi jumlah hutang,
Rahin meminta untuk di bagi dua. Adapun pelaksanaan praktik gadai barang
rumah tangga ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, di karenakan telah merugikan
salah satu pihak yaitu pihak Murtahin.
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak Secara tunali
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang di percayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya dan hendaklah
ia bertakwa kepada allah tuhannya, dan janganlah kamu para saksi
menyebunyikan, persaksian dan-barang siapa yang menyembunyikan,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan AIIah
MahaMengetahuﬁdpayang kamu kerfakam (Q.S. Al-Bagarah:283). *

! Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta:PT Insan Media
Pustaka,2013), h.49.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam skripsi ini, maka perlu adannya uraian terhadap penegasan
arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.
Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesala pahaman
terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan di samping itu
langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang
akan di bahas.

Pada sub bab ini penulis akah menjelaskan }paksﬂ.,d dari judul skripsi ini
1 -l 4 4 o '. ]

i aun Hukum Isl telan raktik"Géaé-_‘i?B'
Di"““?'Mﬁ;s,;_ya"r:a& eC. Tellk Be

-~

1

umah Tangga“

Selatan, Bandar

S,

Lampung). Untuk wwwwn dari istilah-istilah judul

tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
agama Islam, hukum yang sebenarnya tidak lain figih Islam atau syariat
Islam yaitu” suatu koleksi daya para fugaha dalam menetapkan syariah
Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat™.*

2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata.

3. Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan

menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya

! Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2012) h.42.
2 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa,2011) h.1098.



tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman barang yang
di serahkan sebagai tanggungan utang kredit jangka pendek dengan jaminan
yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat di perpanjang apabila tidak di
hentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.3

4. Rumah Tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah
seperti hal belanja rumah, berkenaan dengan keluarga.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa yang
dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang
Rumah Tangga adalah tinjauan hukum Islam tentang akad gadai dalam praktik
gadai yang mana dalam hal ini sering terjadi pada ibu-ibu rumah tangga Di
Desa Talang Kec.._-"i"'elu_k .Be't\un_g S_elat_ah,__ Ban}'j-z;}r Lampung karena praktik
gadai barangRgrrlah Tané’ga ya{.r'ig.-;b'e“rhargé yang@emppnyal nilai jual, kerap

i
e

. Alasan Memilih Jud »si::“\ 2
Adapun alasan penulis memilih Judul skripsi ini TINJAUAN HUKUM

ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI BARANG RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar
Lampung) adalah sebagai berikut:
1. Alasan Objektif
a. Bahwa telah terjadi suatu bentuk kegiatan Praktik Gadai Barang Rumah
Tangga di Masyarakat Talang Kec. Teluk betung Selatan, Bandar

Lampung, akan tetapi belum sesuai dalam Hukum Islam.

®Ibid, h.403.
*1bid, h.1189.



b. Bahwa Pelaksanaan Praktik Gadai Barang Rumah Tangga Seperti
menggadaikan kulkas dan lain-lain, ini telah terjadi di Masyarakat Talang
Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. oleh karena itu perlu di
teliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

a. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang di
tekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Raden Intan
Lampung.

b. Literatur yang cukup tersedia bagi penyelesaian skripsi ini.

c. Bahwa penelitian ini belum pernah di bahas sebelumnya oleh peneliti

lain.

=

C. Latar ang Masalah

S|a sebagal mA l)ﬁmtu ma,kh’ruk
dalam masyarakat manus@s?@ %M@h satu sama lain untuk memenuhi
hajat hidupnnya, untuk ma |dupnnya banyak cara yang dapat

dilakukan.

berkodrat hidup

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah,
juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan
sesama manusia, Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah,
ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia
dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam kehidupan manusia yang
berkaitan dengan muamalah tidak terlepas dari gadai, jual beli, sewa menyewa,

hutang piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya.’

®> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Galia
Indonesia,2012),h.178.



Gadai dalam fikih Islam di sebut ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian
untuk menahan suatu barang sebagai tanggung utang. Pengertian ar-rahn
dalam bahasa arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang berarti air yang
tenang.® hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74)

ayat 38 sebagai berikut:

MJ;;..:SLMMLK

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya”.(Q.S.Al- Mudadatsir:38).2

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang

tercakup dalam kata, ini me_r_u__pakan mak___na yang bersifat materil, karena itu

secara bahasa, k_a_t_a: ar-rahn béfart_‘i' é‘r"r'ienjaciikan sésuatfil barang yang bersifat
_ : |

| |
) g '

ai penglkat uta pengg& gadal (rahn)"

di atas ada1 :
pengertian istilah ad Hf“ deraséji harta yang diserahkan sebagai
jaminan secara hak, dan dapat di ambil kembali sejumlah harta dimaksud

sesudah ditebus. Adapun pengertian gadai yang terungkap dalam KUH Perdata

bahasa seperti

pasal 1150 adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai
piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang
berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan
kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainya, dengan

® Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010),
h.187.

" Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta:PT Insan Medika
Pustaka,2013), h.576.

® Ibid, h.576.



perkecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya
mana harus didahulukan.’

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas, penulisan
mengungkapkan pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum
Islam seperti Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah perjanjain menahan sesuatu
barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai
menurut pandangan syara sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan
adanya tanggungan utang itu seluruh atau atau sebagian utang dapat diterima,
berdasarkan pengertian gadai yang di kemukakan oleh para ahli hukum Islam
bahwa gadai (Rahn) adalah menahan barang jamlnan yang bersifat materi milik
Si pemlnjam| (Ra‘mn) sebagai Jamman atas plnjaman yang diterimannya, dan

'l\terlma tersetﬁ Ilwnoml

|hak«yang menahan (Murtahln

roleh jaminan untuk
mengambil kembalw@%b/Wnya dari barang gadai yang
dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada
waktu yang telah ditentukkan, karena itu tampak bahwa gadai merupakan
perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas,
perhiasan, kendaraan, alat-alat rumah tangga yang bisa di jadikan barang gadai,
harta benda lainya yang bisa di jadikan jaminan dan tanggungan kepada
seseorang atau lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda
terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang

diserahkan oleh penggadai.

°R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:
Pradnya Paramit, 2009), Cet 40., h.297.



Jika memperhatikan pengertian gadai (Rahn) di atas, maka tampak
bahwa fungsi gadai dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak
yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik
uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan karena itu, (Rahn) pada
prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang yang murni berfungsi
sosial, sehingga dalam buku Figh mu’amalah akad ini merupakan akad
tabarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.*°

Selain itu, Menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya
akad rahn, masih diperlakukan apa yang disebut penguasaan barang oleh
kreditor (al-gabdh), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan
harta yang duadlkan agunan atau Jamlnan dalam pandangan ulama Hanafi
lebih tepqt d| masukan sebagal Syarat rahn bukUn rukun rahn menyangkut

nul{s Ieb|h sﬁtl)wendapat pen;t';

haf terpentmg dalam perjanjia
- =W

Fitakad M gabul antara 2 (dua) orang

yang berakad karena itu syarat shighat menurut mazhab Hanafiadalah ia

hal g mengatakan

bahwa dalah aqid, ma’qud

alaih, dan shig

tidak boleh diikatkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di
masa depan, mengingat akad rahn sama halnya akad jual beli apabila akad
dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu atau dikaitkan dengan masa
yang akan datang maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah,
misalnya debitur mensyaratkan tenggang waktu, pelunasan utang, dan
manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi

maka rahn diperpanjang satu bulan, demikian juga bila kreditor

10 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat GAPMI DPP-
GAPMI,2008) h.1-4.



mensyaratkan barang agunan untuk di manfaatkanya. Persoalan gadai di
jelaskan dalam al-Qur’an dalam surat Al-Bagarah ayat 283 yang berbunyi:

Q.S. Al-Bagarah 283'

£, /,u/ 27

u.a|ub wwﬁ.&}bgbmvbwéﬁﬁfud

-

\@yy’ i) ”3,wlu935ﬂg,'\ﬁ;j;i§t£;fv§¢1}
@ﬁxd,uxmmj \;wuLg;ic_:uw, sog el

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu‘'amalah tidak secara
tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang
berpiutang. akan- tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah_Tuhannya;, dan janganlah kamu para saksi

menyembunyikany, persaksian«« dan barang siapa yang

"‘menyembunylkannya Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

\ berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetah isapa yang kamu

"'-a.ker]akan (w f“h 283)12 4y

/\

\*-\_meﬁ@aminan kepada orang yang

memberi utang maka hendaklah ia (orang yang berpiutang) membayar

ng yang berpiutang

utangnya, serta membawa saksi dari kedua pihak yaitu Rahin dan Murtahin.*®
Praktik gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan bahkan praktik gadai
ini sudah menjadi suatu transaksi yang sering digunakan, ketika dalam
kondisi/keadaan yang sulit. Dalam hal upaya manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup, yang terkadang terpaksa untuk meminjam sejumlah uang

kepada orang lain. Meskipun harus disertai dengan barang jaminan dan agunan

1 Kementrian Agama R, Al-Qur’an dan terjemahanya (Jakarta: PT Insan Media
Pustaka,2013), h.49.

Ibid,h.49.

BOP.Cit,h.5



untuk memperoleh sejumlah uang yang dipinjam, akan tetapi sebagian besar
praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-
syarat gadai dalam islam. Dan disini saya mengambil contoh kasus yang terjadi
pada ibu Lina dan Ibu Nova “ menggadaikan kulkas 2 pintu dengan meminjam
uang senilai 500 ribu janji nebus dengan tanggal dan bulan yang telah di
tentukkan namun janji tersebut telah melewati hingga 6 bulan dan Ibu Lina
nanya setelah 1 bulan sampai pada akhirnnya janji 1 bulan tersebut menjadi 6
bulan di tanya lagi ke Ibu Nova terus Ibu Nova bilang saya tidak bisa
membayar hutang tersebut jual saja kulkas yang saya gadaikan untuk lunasi
utang 500 ribu jika ada kelebihan dari harga 500 ribu keuntungan uang tersebut
di minta ibu Nova untuk di bagl menjadl 2. Namun setelah barang gadaian

tersebut terjqal nllal hutang ibu Ndva tidak dapat menutqlpl jumlah hutangnya.

///ri\/q -0

: M JEAATTAF \_)—’.\]\ A

s Ao gea %8s AT G N R
@H-’..JJJLAVK.;-A»‘d‘ (ﬁf}.\;‘j%ﬁwa)‘&;&wﬁ&b
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu,
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidakmenghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya ”.(Q.S. Al-

Maidah ayat:1)™

Ayat diatas menerangkan bahwasanya orang-orang Yyang telah
melakukan transaksi akad di awal haruslah memenuhi perjanjian yang sama di

awal akad janganlah mengingkari perjanjian diawal akad.

1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta:PT Insan Medika
Pustaka,2013), h.106.
Ibid, h.106.



Akad semacam ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak yaitu
pihak Murtahin, dalam Islam Transaksi yang diperbolehkan haruslah
memenuhi ketentuan syara’ yaitu akadnya harus jelas, dan membawa saksi dari
kedua belah pihak hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari jika salah
satu pihak mengingkari janjinya dapat menuntut haknya dengan membawa
saksi dan surat perjanjian akad tertulis tersebut sebagai bukti.

Berdasarakan keterangan di atas, maka perlu di adakan penelitian
dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik gadai dalam hukum
Islam penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai
Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung
Selatan, Bandar Lambur!g).-"_ .y _

.Rumusan Masalah = Loy el

di atas, maka
| iii@n ini adalah:
<ET i
1. Bagaimana prawgq@gga di Masyarakat Talang
Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai rumah tangga di

Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung?

. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinnya praktik gadai barang
rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar

Lampung.
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2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap terjadinnya Praktik
Gadai Dalam Hukum Islam Di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung
Selatan, Bandar Lampung.

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adannya penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama hal-hal yang berkaitan
dengan hukum yaitu Praktik Gadai Barang Rumah Tangga

2. Secara Penelitian
Hasil dari penelltlan ini dapat memberlkan masukan bag| pihak-pihak yang

berkaitan [denga,n Praktlk Gadal Barang Rumah Tangga

an di laksanakan *°
kemudian untuk alam penelitian ini, maka
penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk Field research, yaitu penelitian yang dikancah
atau medan terjadinya gejala-gejala.t” Adapun lokasi penelitian ini adalah

pada Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

18 Muchamad Fauzi, Metode Penelitian Kuantitatif (Semarang: Walisongo press, 2009)
h.24.

7 Sutrisno Hadi Metodologi Research jilid 1 (Yogyakarta: Andi, Edisi 1, cet ke 30, 2000)
h.10.
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Menurut sifatnnya, penelitian ini termasuk penelitian deskripstif analisis.
Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran
atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.'®Penelitian analisis ini
dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.
2. Jenis Data

a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik
individual maupun perorangan. Dengan data ini penulis mendapat
gambaran umum tentang -praktik gadai barang rumah tangga di
Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

b. Data sekunder adalahi catatan tentang adanya sesuatu misalnnya rapat
suatu |perkumpulan yang “dldasarkan dan sumber berita disurat

: "'Sumber data w Iawn ini yaltu ;dl';

dari n ""'"hadlt_s, kitab-kitab, fl(_]lh-,"bu

berhubungan Mw

3. Populasi dan Sampel

dan bersumber

dan literature yang

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang
akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga
yang mengalami kejadian gadai barang rumah tangga ini sebanyak 10 orang
yaitu: 5 Rahin dan 5 Murtahin, yang terjadi pada Masyarakat Talang
Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Jika subjeknya kurang dari

100 orang sebaiknya diambil semuanya jika subjeknya besar atau lebih dari

Moh. Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),h.63.
1% Muhamad Fauzi, Op. Cit, h. 178.
20 Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian limiah (Bandung: Tmp,1990) h.174.
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100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.” Oleh karena itu

dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, artinya seluruh populasi di

jadikan sebagai objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara
Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu
pembicaraan. % Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab
secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari Wawancara adalah kontak langsung
dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.
Dalam peneli_tién ini .-_di'-\Ia_k_ukan---_wa'wancaFa,xdengan para ibu-ibu rumah

tangga| GilM

L N

asyarakat Talang K‘eb.‘T’e_Iuki’ Betung Selatan, Bandar

serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.>*Dalam hal ini observasi
ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti
dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami
pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan
gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian

*! SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RINEKA
CIPTA, 2010), h.112.

?\bid, h.178.

%% Susiadi,Op. Cit. H.114.
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dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya tentang praktik
gadai barang rumah tangga.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak langsung
ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen
yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen,
catatan dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.? Dalam hal ini
yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian
dan alat pengumpul data yang berupa catatan, transkip, surat kabar,
majalah, notulen, Qan sebagai_r)nya. ]\Pada metode ini  penulis
mengup-ayja_llesi.n._l_jr_i'tu__l.(i" membaca I'i"t.fler'ét_l_J_rf );%irp_g_o:_.aga guna memperoleh

i |
di .....

N teori dan dasar analisis yang /d

lam membahas

la

g

Data yang telah dikumpul kém\ll.Jdian diolah, pengolahan data dilakukan

dengan cara:

a. Pemeriksaan data (Editing)
Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau
terkumpul itu tidak logis dan meragukan. ® Dalam proses editing
dilakukan pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap,

cukup benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

21bid, h.115
“1bid, h.12.
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b. Sistematisasi data (systematizing)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka
sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis
mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi
tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data
Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari
lapangan maupun pustaka maka selanjutnnya menganalisis data sesuai
dengan permaslahanya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan
data yang bersifat Kkualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau

penelaah dokhmgn..ﬁDalam hal---_in’_i"-.meto.d\e,_:sebagai prosedur penelitian

meng:gééjl_iian data'deskf-i'p'.t.’if...berup.a"'kata_-[{__'q'@}i{ip{f'?rtulis atau lisan dari
o{ang danperﬂ )ln matlAnahSJs n penelitian ini

an“tata_kualitatif yaitu sua
< '

Al ,_'Wtentang subjek penelitian

berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek

penelitian bertujuan

yang diteliti. Adapun pendekatan berfikir yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta
yang khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari fakta itu di tarik
generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk
mengetengahkan data-data mengenai akad gadai yang sifatnya umum,
kemudian diolah untuk diambil data-data mengenai akad gadai dalam
praktik gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk

Betung Selatan, Bandar Lampung.






BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sifat Gadai
1. Pengertian Gadai Rahn

Secara etimologis, rahn mempunyai arti tetap dan kekal sedangkan
secara terminologis, rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah
(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman yang
diperoleh dari kantor pegadaian syariah, menurut fatwa DSN, rahn adalah
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, menurut
Prof. Dr. Rachm_af'Syafe.-f_i,'sebagaimarié diku-t'}gleh Prof. Dr. Zainuddin Alj,

A

rahn adallrah:é__tlatu jenis perjanjian untUk"'menéﬁé:ﬁ "':suatu barang sebagai

andgoen tapg.'Sec il [Bfy ki muggotef et cengen et

pinjaman fang _jaminan yang @i’
suatu barang sebéM’i’ | ’

Gadai menurut bahasa arab adalah Rahn yang artinya tetap dan

n, yaitu menyimpan

lestari, dan dinamakan juga al-habsu artinya penahanan seperti di katakan
“Ni matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.®> Secara
bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat
materi sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn

adalah terkurung atau terjerat.*

! Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.193

2 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah,(Jakarta: Sinar Grafika,2016).h.1

%Sayyid Sabbig, Fikih Sunnah, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk,(Bandung: Alma’rif,
1997), h.139

* Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 105
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Di Dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang
diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta
yang dimaksud sesudah ditebus.

Adapun menurut pengertian Syara’, yang dimaksud dengan gadai
adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut
pandangan Syara’ sebagai jaminan atas utang°sehingga orang yang
mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.°

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Muddassir: 38 sebagai

berikut:

Artinya: [’“ttap~t|ap d|r| bertanggung Jawala—'ata?s apa yang telah

\ ”'- »8 I. :
“\wh\ I A

nxmeerut istilah adalah

150/ oA
J.>-\:,.§£
e

Mswwwswdm

Artinya: “Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam
pandangan syara’ sebagai jaminan terhadap utang piutang yang
mungkin dijadikan sebagai pembayaran piutang itu, baik

seluruhnya maupun sebagiannya.’

> Muhammad Syafi’i Antonio,Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001),h.131
®Sayyid Sabbig, Loc Cit.
" Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: PT Insan Media

Pustaka,2013), h.576.

h.146.

8 -
Ibid, h.576.
*Wahbah Az-Zuhaili,Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid ke-6, (Jakarta: Gema Insani,2011),

O1hid, h.199.
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Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Syafi’iyah
“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan
pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.”11

b. Menurut Ulama Malikiyyah
Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-rahn sebagai sesuatu yang
mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari
pemiliknya untuk dijadikan Watsiigah (penjamin) utang yang lazim.
Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari
harta berbentuk al A|n (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta

yang tidak bergerak sepertl tanah dan rumah Juga seperti hewan dan

innya misalnya

harus jelas dan

c. Menurut Ulama Hanafiyah |
Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang
mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya

dan maupun sebagianya.*?

1 Khumedi Ja,far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat
Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.165.

'2 H.B. Syafuri, Al-*Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL. X1, No. 2Desember2014,diakses
dari http://ejournal.radenintan.c.id/index.php/adalah/article/view/197, pada tanggal 24 Maret 2019,
pukul 17:00.



http://ejournal.radenintan.c.id/index.php/adalah/article/view/197

18

d. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikkan ar-rahn yaitu harta yang dijadikan
sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang
tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan
menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang
gadai.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menahan
barang jaminan yang bernilai harta milik rahin (peminjam) yang di
jadikan sebagai jaminan atas pinjam__an yang diterimanya, sehingga pihak

murtahj'nx___(yéng_' 'meriahah')--_m'e'mbefoleh }am_imqn utang mengambil
|I 1 P v y ._F' I|

i é‘é:flﬁuh atau s agz:il]am' an, apab-i"lé "-ii'h_a'
{\“...!.\'\:,-A . 'y . 4 /
'sepiakatidbarah r\g ihjual dari”diba

-,

dalam penjuaww\a@n}«@an maka wajib dikembalikan
% &;{/')f

kepada pemiliknya.™

menggadaikan

ti n utang dan jika

2. Sifat Gadali
Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma,
sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai
(Murtahin) tidak bisa ditukar dengan sesuatu, yang diberikan murtahin
kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.
Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah yaitu dikatakan sempurna
sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-

meminjam, titipan, dan girad (utang-piutang) semua termasuk akad tabarru’

K humedi Ja’far, Loc.Cit.
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(derma) vyang dikatakan sempurna setelah memegang (al-gabdu)
sesuaikaidah (tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan).**

B. Landasan Hukum Gadai

Para Ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh
hukumnya baik di dalam hadlar (kampung) maupun di dalam perjalanan,
Hukum ini disepakati oleh kalangan Ulama Hanabillah.® Akad rahn
diperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai dalil al-Qur’an As-sunnah dan
ljma”.

1. Al-qur’an

Firman Allah SW_'__I' dalam surat AI-Baq_arah (2) 283, yaitu:

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara
tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang
berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan
persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*’

 Khumedi Ja’far, Loc.Cit.

> Teuku Muhammad Hasbi shiddieqy, “Hukum-hukum Fikih Islam” (Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra, 1997).h. 362

16 Kementrian Agama, Op., Cit., h.49.

" Ibid, h.49.
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Surat Al-Bagarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk
memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan
yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua
orang saksi perempuan.

2. Hadits

Diriwayatkan oleh (H.R. Ibnu Majah) ia berkata:

éééij\icfeﬁi—iﬁfi@eéhjﬁiﬁm&&JJ“J&JMJU&‘U’
Bast 23 o) e ez § 156

“ Dari Anas ia berkata : Rasulullah SAW Telah menggadaikan baju besinya
kepada seorang yahud| d| Madlnah Maka d|a (Rasulullah) mengambil
untuk keluarganya darmya (Yahudl) sejumlah gandum (H.R. Ibnu Majah)™

Be[rdasafkan ayat dan hadls hadls tersebut d' ,.-'|'el n bahwa gadai

(rah ukumnya dlb(hxrl A bagl orang

perjalanan maupun OJ;afrg«yg\g tin '_4"' mah, memang dalam surat Al-

Bagarah (2) ayat 283, ga!dl' -‘\"'ak/zg%‘dk ”emgan Safar (perjalanan), akan tetapi

dalam hadis-hadis tersebut nabi melaksanakan gadai (rahn) tidak terbatas

sedang dalam

hanya dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah,
pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama sedangkan menurut imam
Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (rahn) hanya dibolehkan bagi
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah

Al-Bagarah(2) tersebut di atas.”

8 Imam Al-Qasthalani dan Imam An-Nawawi, Ensiklopedia Hadits Qudsi dan
Penjelasanya, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka as- Sunnah,2007), h.368.
9 1bid,h.368.
20 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalat, Cetakan ke-4, (Serang: Amzah,2017), h.289
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3. ljma

Dari hadits dan ayat di atas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:

a. Barang sebagai jaminan utang (rahn) di bolehkan (Jaiz)

b. Rahn dapat dilakukan baik dalam berpergian (safar) maupun tidak dalam
Safar pembatasan dengan Safar dalam surah Al-Bagarah 283 adalah
karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknnya
(mafhum mukhalafah), karena adanya hadis-hadis yang membolehkan

rahn tidak dalam berpergian.?*

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai
Gadaiﬁ_mfemi_Ii-ki"-..empét'-.u‘thf, yaitu _Raﬁir_n_ . Murtahin, Marhun, dan
1 y 4 - - .I .. - ]

|

"ihx:"',._Bah'in'adalaﬁrali Rmembefrik@h_f ' urtahin adalah
.\‘ b L i y. /-- /-'-'

S -~

digadaikan untu@_gt%ﬁun bih adalah utang. Akan

tetapi untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada

L

]
y

orang

keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang
dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu rahin dan Murtahin oleh karena
itu seperti halnya dalam akad-akad yang lain Hanafiah menyatakan bahwa
rukun gadai adalah ijab dan gabul yang dinyatakan oleh Rahin dan

Murtahin.??Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan gabul dari

2! Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan
syariah, Cet-2, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), h.234
22 Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit, h.290.
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Rahin dan Al-Murtahin, sebagaimana pada akad yang lain akan tetapi akad
dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.
Adapun menurut ulama selain hanafiyah, rukun rahn adalah Shighat,

Agid (orang yang akad), Marhun, dan Marhun bih.”® Utang-piutang itu
hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutanginya
karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala
orang Yyang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam
menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah yaitu:**
a. Ar-Rahn (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa berakal blsa dlpercaya dan memiliki barang

yang akan dlgadalkan

b. ahln (yang mengrima gadai
bank dan IemQ/ A

modal dengan |

c. Al-Marhun (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan
barang (gadai)

d. Al-Marhun Bih (utang)
Sejumlah dana yang diberikan Murtahin kepada rahin atas dasar
besarnnya tafsiran Marhun

e. Sighat, ijab, dan Qabul

2A. Khumedi Ja’far, Op., Cit., h.168
% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,
(‘Yogyakarta:Ekonisia,2015), Edisi 4, h.175.
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Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai

pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:*®

1) Akad Rahn, yang dimaksud adalah menahan harta milik si pinjaman
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnnya, dalam akad gadai disebutkan bila waktu akad tidak
diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (Marhun) miliknya
dijual oleh Murtahin.

2) Akad ljarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang

sendiri, meIaIU| akad ini dlmungklnkan bagl penggadaian untuk sewa

atas A penylmpanan barang bergerak m|I|k nasabah yang telah

[
kukan akad

nun]tbsayyld Q !amadal Ji |

memenuhi empat

a. Orangnya sudah dewasa
b. Berfikir sehat
c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai
d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang
atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.
Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan
syariah, dan dilakukan oleh orang yang melakukan thasarruf, maka akad ar-

rahn itu sah.

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi
(Yogyakarta:Ekonisia,2003), Cet 1, h.160.
*Ibid, h.162.
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Harta yang digunakan disebut al-marhun (yang diagunkan) Harta
agunan itu harus diserah terimakan oleh ar-rahin tersebut, dengan serah
terima itu agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin jika harta
agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas barang alat
rumah tangga, dan bahan elektronik, perhiasan, dan semisalnnya, maka
serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan
berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta
tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, lahan, sawah,
dan lain-lainnya.?’

Sedangkan Ulama flqlh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun

menurutjumhur ulama rukun rahn ada empat yaltu 2§

l

\ (Iafadz Ijab dan gob ! v
ng b@*akad ( %hln)

c. Harta yang dijadi

d. Utang (marhun bih)

Ulama hanabilah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab dan gobul.
Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn,
maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang.

Adapun rahin, murtahin, marhun bih, itu termasuk syarat-syarta

rahn, bukan rukunnya.?®

2bid.,h. 163.
2bid.,h.164.
2bid.,h.165.
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2. Syarat-Syarat Gadai

Dalam rahin diisyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Syarat Aqid
Syarat yang harus dipenuhi oleh Aqid dalam gadai yaitu rahin dan
murtahin adalah, ahliyah (kecakapan) menurut Hanafiah adalah
kecakapan untuk melakukan jual-beli. Artinya, setiap orang yang sah
melakukan jual-beli, sah pula melakukan gadai, hal ini dikarenakan rahn
atau gadai adalah suatu tasarruf yang berkaitan dengan harta, seperti
halnya jual-beli dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku
diisyaratkan harus berakal dan mumayylz (anak yang sudah bisa
membedakan antara haI yang bermanfaat dan rhal yang berbahaya), maka

I ]

ah gadal yan Iakukan leh orang g;la nak-anak yang

i

emashkl mas edakan

Menurut Jumw .‘ chakapan dalam gadai sama

dengan kecakapan untuk melakukan jual-beli dan akad tabarru

(kebajikan), hal ini di karenakan akad gadai adalah akad tabarru, oleh
karena itu tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa,
anak di bawah umur, gila, boros, dan pailit, Demikian pula tidak sah
akad.

gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau washiy (pemegang

wasiat) atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena
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kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna ahliyah-nya
(gashir).*
. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, Shighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan
dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang, hal
ini dikarenakan akad gadai (rahn) menyerupai akad jual-beli, yang dilihat
dari aspek pelunasan utang apabila akad gadai digantungkan kepada
syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akan
menjadi fasid seperti halnya jual-beli.

Apabila akad gadai d__i_sertai denggq___ syarat_l\_fasid atau batil maka hukum

gadainya sah té’tabi' ‘syaratn’ya"' Ibat'al. lfarena gadai bukan akad
p
|

[
adhaﬁ maliyah.

' ah bcrpendapAvl Q sama dﬁngan S

gadai merupakan @\m\allya___ B
dengan akad gadai huamng"a"da t dirinci menjadi empat bagian yaitu,

jual-beli, karena

un syarat-syarat yang diikatkan

sebagai berikut:

1) Apabila syarat itu dengan maksud akad, seperti memprioritaskan
pelunasan utang kepada murtahin ketika utang (kreditor) lebih dari
satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.

2) Apabila syarat tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada
kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai

hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).

%0 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit.,h.290-291.
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3) Apabila syarat tersebut merugikan murtahin dan menguntungkan
rahin, seperti syarat harta jaminan tidak boleh di jual ketika utang
jatuh tempo maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.

4) Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin dan merugikan
rahin, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh
murtahin maka hukumnya, diperselisinkan oleh para ulama menurut
pendapat yang lebih zhahir, syarat dan akad hukumnya batal karena
syarat bertentangan dengan tujuan akad menurut pendapat yang kedua
syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai
merupakan akad tabarru’, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat
yang fasid.’ by

Mal pkuah berpendapat bahawa syarat yang tidak betentangan dengan
- o

'n akad hukum sah, Kun syarat én'
akact maka Syarat !ersebu faS|d dah d
:j:““‘m
5 Wagar barang jaminan tetap

ditangan rahin dan tidak diserahkan kepada murtahin, Hanabilah

tangan dengan
embatalkan akad

gadai. Con

pendapatnya sama dengan malikiyah, yaitu membagi syarat kepada
shahih dan fasid.
c. Syarat marhun
Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang
digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual-beli Artinya, semua barang
yang sah diperjual-belikan sah pula digadaikan, secara rinci Hanafiah

mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:

1bid, h.291-292.
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1) Barang yang di gadaikan bisa di jual, yakni barang tersebut harus ada
pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan apabila barangnya
tidak ada maka akad gadai tidak sah.

2) Barang yang di gadaikan harus berupa mal (harta) dengan demikian,
tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal
seperti bangkai.

3) Barang yang digadaikan harus mal mutagawwim, yaitu barang yang
boleh diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga memungkinkan
dapat digunakan untuk-melunasi utangnya.

4) Barang yang digadaikan harus d_i__ketahuj_ (jelas), seperti halnya dalam

| Ak v i r i

ng, tersebut dimiliki_oleh rahin, syarat i
n syarat jav a! hiya rahm’” melad

s -

(dilangsunmw di bolehkan menggadaikan

harta milik orang lain tahpa izin dengan adannya wilayah (kekuasaan)

e 4

urut Hanafiah

n syarat nafadz

syar’iyah, seperti oleh bapak dan washiy yang menggadaikan harta
anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya akan tetapi,
menurut Syafi’iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan
harat milik orang lain tanpa seizinya (si pemilik), karena jual-belinya
juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.

6) Barang yang harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin oleh karena
itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang buahnya tanpa

diserahkan buahnya itu.
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7) Barang yang di gadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan
pokoknya (yang lainnya) dengan demikian tidak sah menggadaikan
buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak
mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yang
bukan miliki bersama oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan
separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain kecuali milik
teman syarikatnya akan tetapi menurut malikiyah, syafi’iyah dan
hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Pendapat |n| Juga merupakan pendapat |bnu Abi Laila, An-Nakha’i

Auza’i dan Abu Tsaur s - | 4
l. | =

"'-;alg d1 'samping jmenge F*akan syara _:_dal'
Jug& dalaméiig al dan dl epaka'

sebagaimana te

eh para fugaha

as juga mengemukakan syarat

yang rinci untuk akad gadai:aritara lain sebagai berikut:

1) Barang yang digadaikan harus berupa’ain (benda) yang sah diperjual
belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat salam, bukan manfaat
dan bukan pula utang dengan demikian manfaat tidak sah digadaikan
karena manfaat akan hilang sedikit syarat ini juga dikemukakan oleh
Hanabilah.

2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin, baik sebagai
pemilik atau wali, atau pemegang wasiat (washiy) syarat ini juga

dikemukakan oleh Hanabilah.
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3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal
sampai batas waktu utang jatuh tempo.

4) Benda yang digadaikan harus suci.

5) Benda yang digadaikan harus benda yang bisa di manfaatkan,
walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahkan setiap

barang yang diperjual-belikan sah, pula digadaikan hanya saja ada

pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) karna

belum jelas adanya, seperti-janin dalam perut induknya dalam kasus

semacam ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjual-belikan,

namun sah untuk di gadaikan

A

Marhup ada:Jah barang yang duadlkan jamm‘an o|eh rahin para ulama

pa_ t mensyﬂrlrﬂn sebaga )a';' yaratan barang

sehmgga barang tersebut “d al untuk memenuhi

hak murtahm&._;‘; .;_"ff' =

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

1) Dapat diperjual belikan

2) Bermanfaat jelas

3) Milik rahin

4) Bisa diserahkan

5) Tidak bersatu dengan yang harta lain
6) Dipegang (dikuasai) oleh rahin

7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.*

2|pid, h.292-294.
%% Khumedi Ja’far, Op. Cit., h.171.
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d. Syarat Marhun bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan

sebagai jaminan kepada Murtahin, Menurut Hanafiah Marhun bih harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada
pemiliknya, yaitu Rahin karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa
ada barang yang dijaminnya syarat ini di ungkapkan oleh ulama selain
Hanafiah dengan redaksi, Marhun bih harus berupa utang yang
ditanggungkan (dibebankan penggantinya) kepada rahin.

2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih
apablla tldak memungkmkan pembayaran utang dari marhun bih maka

rahm (Qadal) hukumnya trdak saff, dengan demlklan tidak sah gadai

badan, kafalah

< =
<\ Mak boleh majhul (samar atau

tidak jelas) oleh karena itu tidak sah gadai dengan hak yang majhul

3) Hak marh

(tidak jelas) seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah
satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.**
Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk marhun bih
1) Berupa utang yang tetap dan dapat di manfaatkan
2) Utang harus lazim pada waktu akad
3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

4) Syarat marhun (borg)®

*bid, h.295.
®Loc. Cit.
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Syarat-syarat gadai yang diungkapkan di atas menggambarkan
secara umum mengenai, syarat-syarat rahn namun pada kenyataanya,
para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat rahn sehingga
terjadi yang dapat dimasukan sebagai syarat-syarat rahn, tersebut akan
dikemukakan pendapat dari para imam mahzab sebagai berikut;*

1) Pendapat ulama mazhab maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam maliki berkenan dengan

syarat-syarat rahn terdiri dari atas 4 (empat), yaitu:

a) Bagian yang berkaitan-dengan kedua belah pihak yang melakukan
akad, pihak rahin bahwa kedua belah pihak murtahin syarat ini
mengharuskan bahwa kedua belah plhak yang terlihat dalam
transak3| hukum gadal harus ada dUa orqng, yang memenuhi

3 absahan akad ﬁnljwll yang tet@p

an™ @leh seorang anaK

M walinya.

b) Bagian yang berkaitan dengan marhun (barang gadai) syarat ini

kuti) jika akad
mumayyiz yang

melaku

memungkinkan barang yang di gadaikan juga adalah barang yang
sah bila diperjual belikan, karena itu najis dan barang-barang
lainnya yang dalam jual-beli juga dilarang.

c) Bagian yang berkaitan dengan marhun bih (uang yang
dipinjamkan) syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada
saat itu maupun dimasa yang akan datang, yang dimaksud dalam

hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh

% zainudin Ali, Op.Cit.,h.23.
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tentang sahnya akad gadai pada pengumpahan, yakni pemberian
upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

d) Bagian yang berkaitan dengan akad hal yang di maksud,
mengaharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan
suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai, misalnya akad
gadai yang menghendaki marhun harus dijual jika orang yang
menggadaikan (rahin) tidak dapat melunasinya.

2) Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi

atas 3 (tiga) yaitu:

a) Baglan pertama syarat terjadlnya akad rahn yakm marhun (barang

gadalan) yang berupa ‘narta benda danr marl‘pun bih (utang), yang

upakan sebabal r“dal

kedua yang berkaitan den n -Syarat sahnya akad

Kn ﬂdengan syarat yang tidak

dikehendaki oleh akal, tidak disandarkan pada waktu tertentu,

b)

rahn,

marhun (barang gadai) dapat dibedakan dari lainya, marhun berada
dalam kekuasaan penerima gadai setelah diterima olehnya, marhun
benar-benar kosong marhun bukanlah barang najis dan marhun
bukan termasuk barang yang tidk bisa di ambil manfaat.

c) Bagian ketiga yaitu, syarat tetapnya akad rahn akad rahn telah
tetap apabila marhun diterima oleh murtahin (penerima gadai)
dengan.

d) Terjadinnya ijab dan qobul.
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3) Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i yang
hanya menekankan ketentuan barang gadai, yang mempersyaratkan
keabsahan barang yang diperjual belikan pengikut dari kedua mazhab
di maksud, bahwa mengatakan segala sesuatu yang dapat diterima
atau dijual, dapat jual digadaikan, dihibahkan, atau diserahkan, karena
itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan
melata, hamba sahaya, dirham, dinar, tanah dan barang-barang
lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula
digadaikan.

Selaln syarat syarat para ulama flqh sepakat menyatakan bahwa ar-

rahm |tu harus dlanggap sefmpurna apablla barang yang di rahnkan itu

itu Mm cukup surat jaminan tanah

atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.*’

harus rum

4) Syarat Kesempurnaan Rahn (memegang barang) *
Secara umum, ulama fiigh sepakat bahwa memegang atau menerima
barang adalah syarat dalam rahn, Ulama Malikiyah berpendapat
bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan
syarat sah atau syarat lazim, menurut Ulama Malikiyah akad

dipandang lazim dengan adannya ijab dan kabul, akan tetapi Murtahin

%7 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Cet-2, h.255.
%8 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka setia,2001), h.164.
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harus memintannya atau merelakan borg di tangan rahin menjadi
batal.
a) Cara Memegang Marhun
Adapun penyerahan marhun secara nyata atau dengan wasilah yang
memberikan utang (murtahin)
Diantara syarat-syarat memegang adalah :
(1)Atas seizin rahin
(2)Rahin atau murtahin harus ahli dalam berakad
(3)Murtahin harus tetap memegang rahin
Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahwa
dlantara syarat memegang, murtahln harus tetap atau lama

memegang borg dengan demrklan mem_xrut plama Malikiyah dan

a dan akan menjadi lazim
kembali jika rahin mengembalikanya kepada murtahin, Ulama
Syafi’iyah berpendapat bahwa akad rahn tidak batal jika murtahin
menitipkan atau meminjamkan borg kepada rahin misalnya untuk
memanfaatkannya.

b) Orang yang berkuasa atas borg
Orang yang menguasai borg adalah murtahin atau wakilnya,
dipandang tidak sah jika orang yang memegang borg adalah rahin,
sebab salah satu tujuan borg adalah menjaga keamanan bagi

murtahin
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Borg dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh rahin atau

murtahin, orang tersebut di sebut adl

(1)Syarat-syarat Adl

(a)BOrg terlepas darl adl

Fiey
|
\

\ \ ﬁ(l)Hablsnﬁi A

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh adl adalah
memiliki dua sifat yaitu amanah dan bertanggung jawab, Selain
itu diisyaratkan pula adl harus orang yang sah dijadikan wakil
bagi rahin dan murtahin, dengan demikian maka adl tidak boleh
anak kecil, gila, dan lain-lain.

Murtahin dan rahin dibolehkan mempercayakan borg kepada
orang lain.

A

Borg dapat Iepas darl adl dengan eﬂasan| berikut:

ahin meninggal, menurut dan Syafiiyah borg

| adalah murtahin
(3)Adl meninggal ahli warisnya tidak berhak memegang
borg, kecuali atas izin murtahin dan rahin
(4)AdI gila
(5)Rahin melepasakan atau membatalkan borg akan tetapi,
tidak lepas jika yang membatalkan murtahin, sebab yang
menjadi wakilnya adalah rahin.
(b)Hukum Adl
Adl memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
(1)AdI harus menjaga borg sebagaimana ia menjaga barang

miliknya
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(2)AdI harus tetap memegang borg sebelum ada izin dari
yang melakukan, akad untuk menyerahkan kepada orang
lain

(3)AdI tidak boleh memanfatkan borg

(4)Jika borg rusak tanpa disengaja, kerusakanya ditanggung
oleh murtahin

(5)Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adl tidak boleh
melepaskan atau membatalkan borg.

Sedangkan menurut Ulama syafi’iyah dan Hanabilah, AdI
bebas untuk melepaskannya.

5) Beberapa hal yang berkaitan dengan _sya’?a; Rahn*

yy

Bebﬁéfﬁ@ﬁ‘ghal_’yan‘g berkaitan dengan'Syarqgi'ﬁaﬁn, antara lain sebagai

i, I 4o i
= { . 1

lam menentukan borg yang

tidak utuh, seperti setengah sepertiga dan lain-lain

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa borg harus utuh, tidak boleh
terpisah diantara alasanya adalah rahn harus tetap berada di tangan
orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi
dengan keutuhan barang.

Jumhur ulama, membolehkan borg dengan barang yang tidak utuh

atau sebagiannya asalkan sah diperjual belikan.

*bid, h.166.
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b) Borg yang berkaitan dengan benda lain
Ulama Hanafiyah berpendapat sah jika borg berkaitan dengan
benda lain.
Jumhur ulama, membolehkannya selagi dapat di serahkan
sedangkan barang yang dirumah tidak termasuk borg kecuali ada
penjelasanya.

c) Gadai utang
Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh
dijadikan borg sebab tidak termasuk harta yang tampak, adapun
menurut Malikiyah utang boleh dijadikan borg sebab utang

termasuk sesuatu yang dapat di Jual

barang yang

dijadikan borg

atau ladang yang sedang
diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai borg.

e) Menggadaikan barang jaminan
Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik rahin,
namun demikian para ulama mahzab membolehkanya untuk
menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

f) Gadai Tirkah (harus peninggalan jenazah)
Ulama Hanafiyah Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai

dengan tirkah jika jenazah telah bebas dari utang, adapun ulama
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Syafi’iyah berpendapat tidak boleh menggdaikan sebagian dari
harta tirkah.

g) Gadai barang yang cepat rusak
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang
cepat rusak, dibolehkan jika borg tersebut dimungkinkan akan kuat
bila murtahin hendak menjemurkanya barang tersebut harus
dijemur atau segera dijual jika ditakutkanya akan rusak.

h) Menggadaikan kitab
Ulama Hanafiyah, -Malikiyah, dan yang paling masyhur dari
golongan syaﬁ 1yah membolehkan untuk menggadaikan Al-qur’an

dan kltab kltab hadrts atau tafsw :

|
eballknya ula anabllai berpendapat bah nggadaikan Al-

L

< f

/
ur’an :tldaklah sa se ab Al- ur an ﬁdak diperjual belikan

akan tet

w Wgadmk&n hadits atau tafsir

kepada orang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang

oleh orang muslim yang adil.

D. Hukum Dan Ketentuan Gadai
Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam
mendefinisikan akad sebagai pertemuan ljab yang muncul dari salah satu
pihak dengan Qabul daari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum-
hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam
hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan
akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya

tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi
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pertemuan ijab dan gabul secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang
menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan obyeknya.*°

Contoh dari akad ijab gabul seperti seorang berkata “ aku gadaikan
meja ku ini dengan Rp. 10.0000,-“ dan yang satu lagi menjawab * aku terima
gadai mejamu dengan Rp. 10.000,- atau bisa pula dilakukan selaindengan
kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh
membuat akad macam apapun dan berisi napa saja dalam batas-batas tidak
makan harta dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam
dan ketertiban umun syar’i. Dalam hal itu telah dijelaskan dalam Q.S. Al-

Maidah ayat 1 yang berbunyl sebagal berikut:

Hai, or omng-oranﬁ T K

perlunya memenuhi akad dalalm. segala bentuk dan maknanya dengan
pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban
memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun
hal tersebut merugikanya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan

perjanjian maka rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan

0 Akh Munhaji dkk, Antalogi Hukum Islam (Yogyakarta: Program Study Islam UIN
Sunan Kalijaga, 2010), Cet 1, h. 76.

* Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta:PT Insan Medika
Pustaka,2013), h.106.

“2 Ibid, h.106.
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memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan
perorangan.®

Perjanjian gadai adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu orang yang
beruntung atau pemberi gadai dan orang yang berutang atau pemberi gadai
dan orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini
kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana di jelaskan dalam
ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn,
diantaranya sebagai berikut:
1. Akad rahn adalah tabarru’

Gada| merupakan salah satu akad/ tabarru (kebajikan). Sebab,

pmjaman yang dlberlkan oleh murtahm tldak dlhadqapkan dengan sesuatu

. pﬁpablla barang yangL : sudah diserahkan

kepada pihak p
Menurut Sayyid, akad gadai akan dianggap sah apabila memenuhi

empat syarat yaitu :*°

a. Orangnya sudah dewasa

b. Berfikiran sehat

c. Barang yang digadaikan dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai

barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

3 Syeh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2005), Cet I, h.73.

# Zainudin, Op. Cit, h. 27

> Sayyud Sabig, Op. Cit, h. 141
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Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan
syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk
bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

a. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh
Mayoritas fugaha berpendapat bahwa rahn berkaitan dengan
keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika
seseorang menggadaikan barang tertentu dikemudian hari ia melunasi
sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan
penerima gadai sampai -orang yang menggadaikan itu melunasi
utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut bertahan oleh sedsuatu

hak, dan oleh karena |tu tertahan pula oleh setlap bagian dari hal

-
] |

~pendapat ulama Mazh

ulama, mer@/@hnw barang gadai (marhun)

ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu

ifah dan mayoritas

merupakan jaminan utang sehingga bila hutang tersebut musnah, maka
kewajiban melunaasi utang menjadi musnah juga.
c. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo
Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu
sesuai dari maksud pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai
kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang
berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang Yyang

berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar
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utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil
dan terpercaya.
d. Pemeliharaan barang gadai
Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan
pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut

berdasarkan firman Allah SWT:

e

l)mug’u_ajsww

Artinya: “Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Qs. Al-
Baqarah (2) 283).%

Imam Mallk berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai

ekuas orang an'g gadaikkandengan jalan
melunasi pMI‘gl Imam Syafi’i berpendapat

bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Ulama Hanifiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada

rahin dan murtahin. Pembagian tersebut yaitu:
1) Rahin bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk
menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena

barang gadai merupakan miliknya.

6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: PT Insan Media
Pustaka, 2013), h.48.



44

2) Murtahin bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk
menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai
pihak penahan barang gadai, berkaitan dengan kepentingannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan
tanggung jawab rahin untuk memberi makan, minum hewan gadai atau
upah mengembalikannya atau biaya menyiram tanaman, penyerbukan
panen dan mengenai segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain.

Lain halnya tanggung jawab bagi murtahin yaitu biaya
pemeliharaan seperti untuk-menjaga atau tempat penyimpanan barang
gadai, sewa kandang, ‘hewan atau sewa gedung penyimpanan barang
gadai, karena' uang sewa adalah beban pemellharaan sehingga menjadi

tangg|ung }aawab murtahln,‘ Berdasarkan hal tersebut tidak boleh di

Jadi may0r1Waﬁ wlah, Malikiyah berpendapat
\\/\/ . .
bahwa semua biaya ‘marhun Daik biaya perawatan maupun biaya

penjagaan menjadi tanggung jawab rahin, karena rahin menjadi pemilik

tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.
Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan
bahwa gadai sebagai akad tabarru’ (kebajikan) bertujuan untuk
menolong pihak * .yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan
diserahkan kepada penguasanya ke tangan murtahin memerlukan biaya
untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang untuk itu sudah
sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi

tanggung jawab rahin. Sebab rahin yang menjadi pemilik marhun yang
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sebenarnya. Sedangkan murtahin hanya mempunyai hak penahanan
atas marhun sebagai jaminan utangnya.
2. Hukum Rahn
Hukum rahn secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dsahih dan
ghair sahih(fasid). Rahn shahih adalah rahn yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan rahn fasid adalah rahn yang
tidak memenuhi persyaratan tersebut.*’

a. Hukum Rahn sahih
Rahn Sahih adalah rahnyang di dalamnya mengandung
persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada
suatu yang h_a'r.am, sgpe__rt\i_, mens_yargtkan__balrang harus berada di baawah

tanggfingjowabrahin. ¥ A )

“'--.\ﬁu\ku'm_\'r_ahn ﬂ I A
\‘, \\ : o

-3

n

enuhi persyaratan

tersebut. Ul wa rahn ghair sahih terbagi

menjadi dua, yaitu :*®

1) Batal tidak memenuhi persyaratan pada saat akad, seperti aqid tidak
ahli.

2) Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada saat akad,seperti borg

berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah
dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak

hukum pada borg. Dengan demikian, murtahin tidak memiliki hak

" A. Khumedi Ja’far, Op., Cit., h. 240.
8 Sayyid sabig, Op., Cit, h. 141
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meminta kembali borg. Jika murtahin menolak dan borg sampai rusak,
murtahin dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus
menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu
yang sama nilainya. Jika rahin meninggal, padahal dia berutang,
murtahin lebih berhak atas rahin fasid terssebut sebagaimana pada
rahin sahih.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat
ulama Hanabilah di atas, bahwa jika rahin didasarkan pada akad fasid,
murtahin lebih berhak atas barang dari pada pada orang-orang yang
memiliki piutang lainnya. Adapun jika borg rusak di tangan murtahin,
hukumnya sebagalmana pada rahm sahlh

Ulama Syaﬁ 1yah dan Hanabﬂah berpendapat bahwa hukum

|rahn4fa5|d sama dengan hukum akadrsahlh hal ada atau

nya tanggung jhalﬁ J1I<a pada éka

tangann n }enugg&an ﬁan iSEbabkan olehnya, maka
sebagaimaneim m bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut.

d

ih borg rusak di

Kelaziman rahn bergantung pada rahin, bukan murtahin.Rahin
tidak memiliki kekuatan untuk membatalkanya, sedangkan murtahin
berhak membatalkannya kepada saja berkehendak.

Menurut pandangan para Jumhur ulama, rahn baru dipandang
sah apabila borg sudah dipegang oleh murtahin. Sedangkan menurut
ulama malikiyah cukup dengan adanya ijabgabul. Yang kemudian

meminta izin kepada rahin untuk menyerahkan borg.*

* Rachmat Syafe’I., Op.Cit., h. 170
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E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai
Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak rahin dan murtahin mempunyai hak
dan kewajiban yang harus terpenuhi sedangkan hak dan kewajiban adalah
sebagai berikut:
1. Hak dan Kewajiban Murtahin
a. Hak Pemegang Gadai
1) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat
jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai orang, yang
berutang sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian
untuk melunasi mar_hun bih dan §__isanya ll\d_ikembalikan kepada rahin.

2) Pem_egqng" gada'i 3-.__b'érh‘ak\_m’endabétk'an pénggaaxn_tian biaya yang telah

|uarkan untuk menjaga keselamatan marhiun
a maghun b bel iftnasi, méka in berhak untuk

e e

menahan magheis Hfah\ba ol

b. Kewajiban pemegang gadai

1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau
merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaianya.

2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun, untuk
kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi

tahu kepada rahin sebelum diadakan pelengan marhun.*

%0 Adrian Sutedi, Hukum gadai Syariah (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)., h.62.



48

2. Hak dan kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)
Berikut adalah hak dan kewajiban pemberi gadai:
a. Hak pemberi gadai (Rahin)
1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah
pemberi gadai melunasi marhun bih.
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari keruskan dan
hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
3) Pemberi gadai behak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun
setelah dikurangi pelunasan biaya marhun bih, dan biaya lainnya.
4) Pemberi gadal berhak memlnta kemball marhun apabila murtahin

telahyjelas| menyalah gunakan marhun

g

"ban\ emberlG
\\‘ _"*-.\_ G
eri gada befé mk mgl

diterimanya

1)

ditentukan, termasuk biaya Iain yang telah ditentukan murtahin.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun
miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin
tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.>

F. Pertambahan jaminan (Borg)
Ulama figih sepakat bahwa tambahan yang ada pada Borg adalah milik
rahin, sebab dialah pemilik aslinya untuk lebih jelasnya tentang pendapat

mereka, perhatikan uraian berikut:*?

*11bid, h.68.
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1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada Borg
yang termasuk rahn baik yang berkaitan dengan rahn, seperti buah, susu,
dan lain-lain atau yang terpisah seperti anak, hewan, adalah tambahan yang
tidak berkaitan dengan rahn, seperti upah merupakan milik rahin.

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada rahn adalah sesuatu
yang dihasilkan berkaitan dan tidak terpisah seperti lemak, atau yang
terpisah, tetapi berkaitan seperti anak dan lain-lain.

Adapun sesuatu yang buakn asli dari penciptaan borg atau gambaranya
tidaklah termasuk borg, seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak
dihasilkan seperti sewa rumah, atau pe_r]ghasilggnya.

Menurut Ulama|Syafifiyah segald tambaliah dati rahn, baik yang dilahirkan
i B | v y o T == 4

(N |

gtaﬁbukan,ﬁaitaﬂgan __.b_ofﬁ ata dak, semuanya
terma rah‘ﬁ_-‘-gdgﬂ_gaﬁ l!a h uma!r_;;;:ljﬂfuk a-benda tersebut

-

S,

adalah sebagaima ukum
G. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Diserahkan kepada borg kepada pemiliknya menurut jumhur ulama selain
Syafi’iyah akad gadai berakhir karena diserahkanya borg kepada
pemiliknya (rahin), hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap
utang apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak
berlaku sehingga karenya akad gadai menjadi berakhir.

2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

*2K humedi Ja’far, Op. Cit, h.186-187.
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. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya
maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg apabila rahin tidak mau
melunasi utangnya (rahin) dengan telah dilunasinya utang tersebut maka
akad gadai telah berakhir.

. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara
termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).

. Gadai telah di-Fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa
persetujuan rahin apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai
tetap berlaku dan tidak batal.

. Oleh murtahln atau kehllangan ahllyatul ada sepertl pailit, gila, atau sakit

Menurut |MaI|k|yah ‘gadai berafkhlr dengan menlnggalnya rahin sebelum

1)~ elah sepakat bahwa
‘_:\__uy@arang yang digadaikan).

. Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah atau shadagah
apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan,
atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka
akad gadai menjadi berakhir.

Demikian uraian mengenai gadai (rahn) yang meliputi pengertian dan

dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya,

pertambahan barang yang digadaikan dan berakhirnya akad gadai.

> Ahmad Wardi Muslich, Op,Cit., h.314.
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LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kelurahan Talang
Kota Bandar Lampung awal mula bernama Kota Tanjung Karang-
Teluk Betung yang merupakan ibu kota provinsi lampung serta ibu kota
daerah tingkat 1l Kota Madya Bandar Lampung. Sebelum menjadi provinsi,
Lampung merupakan suatu daerah Kepresidenan yang merupakan bagian

dari Provinsi Sumatra Selatan.

Wilayah -Kbtamadyé Daerah' '-I'-iz'ngkat’ II Bandar Lampung di zaman

Betung da dagrah sekitarnya, _Sebe
Teluk Betung mfmg@%g yang terletak lebih kurang
5 km dari Kota Teluk Betung.

Tanjung Karang merupakan ibu kota Teluk Betung. Sedangkan
Teluk Betung adalah ibu Kota Kepresidenan Lampung. Berdasarkan
undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Tanjung Karang dan Kota
Teluk Betung masih berstatus kota kecil yang merupakan dari bagian
Kabupaten Lampung selatan, kemudian dipisahkan dari Kabupaten
Lampung Selatan dengan istilah Kota Tanjung Karang-Teluk Betung.

Atas dasar Perda Nomor 39 Tahun 1950 menjadi Kota Besar

Tanjung Karang Teluk betung, kemudian berubah status Kotapraja menjadi
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“Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk betung” yang
tertuang dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati 1l Tanjung Karang-
Teluk Betung dipecah atau pemekaran menajdi 4 Kecamatan, Pada tahun
1983 Kota Madya Dati Il TanjungKarang-TelukBetung diganti nama
menjadi “Kota Madya Daerah Tingkat Il Bandar Lampung”.

4 (empat) Kecamatan tersebut adalah:

a. Kecamatan Teluk Betung Utara

b. Kecamatan Tanjung Karang Timur

C. Kecamatan Tanjung Karang Barat

d. ecan{atan Ieluk Betung Selatan

ta
wilayah kecamatan dan
perkembangan atau penambahan wilayah adalah Kecamatan Teluk Betung
Selatan yang semula terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
a. Kelurahan Teluk Betung (Ibu Kota Kecamatan)
b. Kelurahan Kangkung
c. Kelurahan Talang
d. Kelurahan Bumi Waras (pemekaran dari teluk betung utara)
e. Kelurahan Sukaraja

Selanjutnya pada tahun 1987 bertambah menjadi 9 (sembilan)

kelurahan yang biasa kita sebut dengan pemekaran atau perkembangan
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wilayah. Yaitu dengan dibentuknya Tim Pelaksana Pemecahan Kelurahan
sebagaimana surat keputusan camat teluk betung selatan, No. 106.07.1987,
tanggal 1 Oktober 1987, tiga kelurahan tersebut yaitu:

a. Kelurahan Talang

b. Kelurahan Garuntang

c. Kelurahan Pecoh Raya.

Kelurahan Talang merupakan pemecahan dari Kelurahan Gedung
Pakuon, sedangkan Kelurahan Garuntang pecahan dari Kelurahan Sukaraja
dan Kelurahan Pecoh Raya-adalah pecahan dari Kelurahan Bumi Waras.
Pada tahun 2001 Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan bertambah

lagi 2 (dua) Kelurahan menjadl 9 (sembllan) Kelurahan yang berdasarkan

[ ' |
mor 4 Tahun 2001, K han tersebu; a'
K‘elmtahan

Kecamatan Panja

a. Kelurahan Teluk Betung

b. Kelurahan Kangkung : 30 Ha
c. Kelurahan Pesawahan 163 Ha
d. Kelurahan Gedung Pakuon : 36 Ha
e. Kelurahan Bumi Waras 172 Ha
f. Kelurahan Sukaraja 1 79 Ha
g. Kelurahan Talang 46 Ha
h. Kelurahan garuntang : 110 Ha

i. Kelurahan Pecoh Raya : 83 Ha
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Dengan demikian luas wilayah keseluruhan Kecamatan Teluk
Betung Selatan adalah 1.021 (seribu dua puluh satu) Hektar, dengan disertai
pemindahan lbukota Kecamatan yang semula beribu Ibu Kota di Teluk
Betung menjadi Kelurahan Sukaraja.

Pada tahun 2012 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan se Kota
Bandar Lampung yang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Pemekaran Wilayah Kecamatan Se Kota Bandar Lampung Juncto perda
Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 20 Nopember 2012 Tentang Penataan dan
Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan se Kota Bandar Lampung, maka
Kecamatan Teluk Betung Selatan yang merupakan Kecamatan Induk terbagi

menjadi Z,m(’dua) yaltu Kecamatan Teluk Betung Sglatan dan Kecamatan
f

' _;-J

sampai dengan

dipimpin oleh beberapa Lurah

yaitu:



Sumber data ini di peroleh dari kantor kelurahan talang.

Tabel 1
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NO TAHUN NAMA PEJABAT KELURAHAN
1. 1968-1881 Pangeran Sangun Ratu

2. 1881-1886 Raden Tinggi

3. 1886-1891 M. Yusuf

4. 1891-1895 Dalem Perbanegara

5. 1895-1900 Meryi

6. 1900-1916 M. Idris

7. 1916-1918 | TiangMarga A

g St

) Hﬁhl ﬂ

10. . iF'_%aja Panglima

11 | 1927-1932 Vioh —

12. 1932-1935 Muh.Ris

13. 1935-1938 Raja Kesuma Yudha Muhammad Saleh
14. 1938-1952 Abdul Rani

15. 1952-1963 Hamzah

16. 1963-1971 Amir Hamzah

17. 1971-1973 Subarjo Kemas Setia

18. 1973-1977 Maskak Nawawi

19. 1977-1979 Ustad Hasanudin
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20. 1979-1983 Mahfuz Efendi Nasir

21. 1983-1984 Drs. M. Mansyur Nur
22. 1984-1989 M. Rizwan BZ

23. 1989-1992 Ahmad Sanusi

24. 1992-1996 Mawardi Adam BA

25. 1996-2003 Ristiwa Ariep

26. 2003-2004 Hermanto AM

27. 2004-2006 Drs. Joko Pratiknyo

28. 2006-2008 Hi. Tarmizi Buchari

29. 2008-2009 4 I.nggTan V\/lldaria BAf(Q‘it)
30. r ‘ \/_\hn?ad{;hal;algnzlyalr \I
3L. Saﬂri L S&E 1
32. 201992012 .| Ishak Yatim., S.So

33. | 2012-2013 w
34. 2013-2015 Burdani

35. 2015-Sekarang | Sarkoni, S.Sos.

Sumber : Kantor Kelurahan Talang



2. Kondisi Pemerintah Kelurahan Talang
UMUM
1) Luas dan Batas Wilayah .46 ha
1) Luas Kelurahan

2) Batas Wilayah
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a) Sebelah Utara : Kelurahan Sumur Putri

b) Sebelah Selatan : Kelurahan Pesawahan

c) Sebelah Barat : Kelurahan Gedung Pakuon
d) Sebelah Timur . Kelurahan Kupang Kota

3. Kondisi Geografis Kelurahan Talang

a. Ketlngglan Tanah Darl Permukaan Laut S 50 M

b. Banyalf Curah Hu1an

gi

a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan

b) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administrasi
c¢) Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota
d) Jarak dari ibukota Propinsi
e) Jarak dari Ibukota Negara
2) Pertanahan
a) Tanah Kas Kelurahan
b) Tanah Bersertifikat

¢) Tanah yang belum Bersertifikat

:50s/d32° C

12 Km

13,5 Km

1 Km

1500 Km

: 1206 bidang

: 55 bidang
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3) Kependudukan
a) Jumlah Penduduk Menurut

(1)Jenis Kelamin

(a) Laki-laki : 3933 orang

(b)Perempuan : 3634 orang
(2)Kepala Keluarga 11771 KK
(3)Kewarganegaraan

(@)WNI : 8117 orang

(b)WNA ;-

(4)Jum|ah Penduduk Menurut Agama : 8.117 orang

A 7.453 orang

: 34 orang
(e) Budha : 154 orang
4) Pendidikan
a) TK/PAUD/RA :2Gedung  :4 Guru : 58 Murid
b) SD/MI :5Gedung 75 Guru :2.197 Murid
c) SMP :1Gedung  :46 Guru : 686 Murid
d) SMA 12 Gedung  :50 Guru : 656 Murid

5) Kesehatan
a) Jumlah Pasien Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta selama

6 bulan terakhir : -
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b) Pos Klinik KB : -
(1)Jumlah Klinik KB : -
(2)Jumlah Akseptor -

¢) Jumlah Posyandu 781 orang

d) Puskesmas

(1)Jumlah Puskesmas : 1 Buah
(2)Jumlah Puskesmas Pembantu/ POSKESKEL : 1 buah
(3)JumlahDokterPraktek Do-

Tabel 2
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Dan Jenis Kelamin Kelurahan Talang.

_(ﬁ'\ e _/__,,_-’3\ r“'..

NO Golongan I?elzgriéjn “::':;J_ JL;tklléff_lflf %ereuan Jumlah
1. i Negr 120
2. 16
3. 536
4 Tani - - -
5. Tukang 730 - 730
6. Buruh 2.670 1.880 4.550
7. Pensiunan 44 17 61
8. Lain-Lain 241 1.863 2.104

Jumlah 4823 4094 8.117

Sumber : Kantor Kelurahan Talang




Tabel 3

60

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Kelurahan Talang.

NO Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Sarjana 6 3 9
2. Sarjana Muda 182 149 331
3. SLTA 1.247 1.204 2451
4. SLTP 839 722 1.561
5. SD 868 975 1.843
6. Taman Kanak-Kanak 353 394 747
7. Belum Sekolah 517 627 1.114
Buta Huruf, @ 31
J | 8.117

NO Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. | 0-4 Tahun 115 170 285
2. | 5-6 Tahun 135 150 285
3. | 7-13 Tahun 355 390 745
4. | 14-16 Tahun 350 345 695
5. | 17-24 Tahun 1215 1315 2530
6. | 25-54 Tahun 1150 1350 2500
7. | 55- Tahun keatas 252 275 527

Jumlah 3.572 3.995 7.567

Sumber : Kantor Kelurahan Talang
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KELURAHAN TALANG KECAMATAN TELUK BETUNG KOTA
BANDAR LAMPUNG

CAMAT

MUHAMMAD HUSEIN, S. Sos.
NIP. 19610115 198103 1004

LURAH

SARKONI, S. Sos.
NIP. 19740622 199703 1002

SEKRETARIS

I NYOMAN WIDANA, BA
NIP. 19740622 199703 1002

1 ] . L - i | 'l 'l
|. ! | S |

Y | y L il

| e

SEKSI PEMERINTAHAN b A SEKSI
DAN PELAYANAN I ~#" 1 PEMBERDAYAAN
M. HAPIZ . P - MASYARAKAT
EHa - N
NIP. 19630410 1987031010 iy, off SRI WEDARI
“" ; f’ NIP. 19650826 198611 2
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B. Pelaksanaan Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang
Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

Masyarakat Talang merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan
sektor mata pencarian yang berbeda-beda namun saat ini yang terjadi pada
masyarakat talang masih banyak masyarakat yang bertahan hidup dengan
sektor mata pencarian sebagai buruh dan masih adanya masyarakat yang
pengangguran, terjadinya gadai pada masyarakat talang biasanya dikarenakan
faktor ekonomi yang tidak stabil atau tidak memungkinkan. Dengan demikian
jika masyarakat membutuhkan pinjaman uang maka yang terjadi ialah
menggadaikan barang rumah tangga atau alat —alat rumah tangga yang
berharaga dan mem|I|k| nllal Jual dengan menggadalkanya terhadap kalangan
tetangga atau masm dalam kalangah masyarakat sekltar |

) \Gadal di Mﬁl‘tﬁng sudah ':asf kan dan sudah

I suatu profesi di saat

suami tidak ada p'eema nt M‘alanya waktu praktik gadai

barang rumah tangga ini sering menimbulkan konflik atau masalah, hal

tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup
dalam kondisi yang sulit bahkan terkadang adanya masyarakat yang terpaksa
meminjam uang kepada orang lain, walaupun meminjam uang dengan adanya
barang yang bernilai seperti TV LCD, untuk di jadikan jaminan hutang. Untuk
memperoleh pinjaman tersebut, akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini di
lakukan dengan tidak.

Memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam, kondisi

tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung
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Selatan Bandar Lampung yaitu mengenai praktik gadai barang rumah tangga
yang melibatkan 10 pihak dalam praktik gadai ini yaitu: 5 Murtahin dan 5
Rahin, dengan memberikan jaminan barang rumah tangga yang berharga yang
mempunyai nilai jual. Akibat faktor masalah ekonomi yang tidak stabil yang
menyebabkan terjadinya penggadaian barang rumah tangga, di dalam praktik
gadai barang rumah tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual. Terjadi
pada masyarakat talang ini dengan menggadaikan alat-alat rumah tangga yaitu
dalam kategori seperti Kulkas, Tv Led sampai yang terkecil seperti produk
Tupperware dan lain-lain. Dengan menggadaikan barang untuk di jadikan
jaminan hutang, dan berjanj| akan memulangkan uang tersebut pada tanggal
atau bulan yang telah d| tentukan . |

| | T ! F. oo '-Il

ut

i b"i:‘rilgad_alah egiatan g Ei barang rumah'

\\‘:.-:_:.\ o ,;. /

dan yan empunyai mIA g erjadl dntar i
masyarakat Talang 1 Te @an Bandar Lampung

Ibu Nova menggadaikan barang rumah tangganya yaitu kulkas 2 pintu

yang berharga

u rumah tangga

dengan meminjamkan uang kepada ibu lina sebesar 500 ribu berjanji
memulangkan tanggal dan bulan yang telah ditentukan dengan berjanji satu
bulan kedepan akan membayar hutang tersebut, namun yang terjadi ibu Nova
tidak memenuhi janjinya untuk memulangkan sejumlah hutang yang dipinjam
terhadap ibu lina bahkan janji tersebut telah terlewat batas hingga 6 bulan

lamanya.*

! Wawancara dengan Ibu Nova Masyarakat Talang sebagai pihak Rahin, pada tanggal 30
Agustus 2018, PKkl. 09:00 WIB.
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Pada akhirnya Ibu Lina mendatangi kediaman atau rumah Ibu Nova
untuk menagih hutang tersebut, lalu Ibu Nova menyuruh agar Ibu Lina menjual
kulkas 2 pintu tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutang nya jika harga
jual melebihi target maka kelebihan itu di minta Ibu Nova untuk di bagi 2. Dan
Ibu Lina menjual kulkas tersebut kepada orang lain namun harga kulkas
tersebut tidak memenuhi nilai hutang Ibu Nova karna kulkas 2 pintu tersebut
hanya terjual dengan harga 400 ribu di sini Ibu Lina meminta kekurangan nilai
hutang tersebut kepada Ibu Nova namun Ibu Nova tidak ingin memberikan
kekurangan dari nilai hutang itu yang sebesar 100 ribu.?

Ibu Dan menggadaikan barang rumah tangga kepada bu sarah dengan
menggadalakan barang Tupperware 1 set dengan memlnjam uang sebesar 200

ribu berjanjl| akan memulangkan setelah o mmggu darl waktu peminjaman

T Htu terlewat dari batas yan'g'tel tentukan oleh ibu

3 b )
dan. — R //f,/"’

menjadi

Ibu sarah pun menagih thang tersebut kepada ibu Dan, ibu Dan tidak
bisa membayar hutangnya dan meminta agar lbu Sarah menjual Tupperware
tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutangnya jika harga melebihi target
maka kelebihan harga itu diminta untuk dibagi menjadi 2 namun barang
tersebut terjual dan tidak dapat menutupi jumlah hutang Ibu Dan dan dengan
berkurangnya 50 ribu tetapi ibu dan tidak mau menutupi nilai hutang tersebut

dan ibu sarah pun tidak merelakan nilai kurang tersebut. *

2 Wawancara dengan Ibu Lina Masyarakat Talang sebagai pihak Murtahin, pada tanggal
31 Agustus 2018, Pkl. 14.30 WIB.

¥ Wawancara dengan Ibu Dan Masyarakat Talang sebagai pihak Rahin, pada tanggal 01
September 2018 Pkl. 11.00 WIB.

* Wawancara dengan Ibu Sarah masyarakat Talang sebagai pihak Murtahin, pada tanggal
01 September 2018, Pkl. 16.00 WIB.
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Ibu Ani menggadaikan barang rumah tangganya kepada ibu Jihan
dengan menggadaikan TV Led 21 Inchi dengan meminjamkan uang 650 ribu
dengan alasan untuk membayar uang sekolah anak, berjanji akan memulangkan
1,5 bulan namun janji tersebut tidak ditepati bahkan telah melewati pada masa
tempo yang ditentukan hingga menjadi 3 bulan lamanya. °

pada akhirnya Ibu Jihan mendatangi rumah Ibu Ani bertanya kapan
akan di bayar hutang tersebut akhirnya Ibu Ani pun menyuruh Ibu Jihan untuk
menjualkan TV Led tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutang 650 ribu
Tsb, jika harga terjual lebih dari-650 ribu Ibu Ani meminta kelebihan harga
tersebut untuk di bagi 2. Pada saat itu Ibu Jihan menjual TV LCD tersebut dan
menawarkan kepada orang Ialn sangat susah Ibu. than menjual TV tersebut dan

TV tersebut hanya terjual 500 ribu.® 4 | | }

pada Ibu Novi
injam uang sebesar
1,5 juta meminjam M@(Wan membayar tagihan motor
yang sudah menunggak 2 bulan dan Ibu Baida membuat janji yang akan
memulangkan dalam waktu 3 bulan dengan janji membayar hutang dengan
cara berangsur-angsur 1 bulan 500 ribu namun janji tersebut tidak di tepati dan
bahkan sudah terlewat menjadi 4 bulan ’

dan Ibu Novi pun sudah menunggu 4 bulan agar Ibu Baida segera

membayar hutangnya namun Ibu Baida tidak sama sekali membayar hutang

® Wawancara dengan lbu Ani masyarakat Talang sebagai pihak Rahin, pada tanggal 03
September 2018, Pkl. 09.30 WIB.

® Wawancara dengan lbu Jihan Masyarakat Talang sebagai pihak Murtahin, pada tanggal
04 September 2018, Pkl. 09.00 WIB.

" Wawancara dengan Ibu Baida masyarakat Talang sebagai pihak Rahin, pada tanggal 05
September 2018, Pkl. 14.00 WIB.
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nya tersebut dan Ibu Novi pun mendatangi kediaman Ibu Baida untuk menagih
uang 1,5 juta tersebut namun lbu Baida tidak bisa membayar hutangnya dan
Ibu Baida pun menyuruh Ibu Novi untuk menjual kursi tamu jati jepara kepada
orang lain jika harga melebihi dari 1,5 juta kelebihan uang tersebut di minta
oleh ibu Baida untuk di bagi 2, namun yang terjadi kursi tamu jati jepara
tersebut terjual namun hanya terjual 1,3 juta dan nilai hutang lbu Baida
berkurang tidak menutupi jumlah atau nilai hutang tersebut.®

Ibu Neneng menggadaikan barang rumah tangga kepada lbu Winda
dengan menggadaikan meja makan 4 kursi dengan meminjam uang sebesar 700
ribu berjanji akan memulangkan dalam.waktu 1 bulan janji tersebut terlewat

sampai akhlrnya 5 bulan dan Ibu Neneng pun tldak mengemballkan uang

9

terseb tatau|t|dak5ama sekall |ng|n membayar kepada lbu Winda

pai\*a'ighi\_rn'ya Ibnlli matahgi dlama Neneng untuk
menagih hutang u:Neneng tidak/bjsaéiﬁé r hutangnya dan meminta

— / o
untuk meja makan 4 kursi & uﬁtiﬁl jual kepada orang lain dengan jika

harga tersebut melebihi dari hutang kelebihan uang tersebut di minta untuk di

bagi menjadi 2 sedangkan nilai hutang dari Ibu Neneng tidak menutupi hutang
milik Ibu Neneng karna meja makan 4 kursi tersebut hanya terjual dengan
harga 600 ribu.*®

Setelah melakukan wawancara terhadap Ibu-1bu ternyata mereka belum

memahami proses gadai dalam hsukum Islam tata cara yang mereka lakukan

® Wawancara dengan Ibu Novi masyarakat Talang sebagai pihak Murtahin, pada tanggal
06 september 2018, Pkl. 10.00 WIB.

® Wawancara dengan Ibu Neneng masyarakat Talang sebagai pihak Rahin, pada tanggal
07 September 2018, PkI.09.00 WIB.

10 \Wawancara dengan Ibu Winda masyarakat Talang sebagai pihak Murtahin, pada
tanggal 08 September 2018, Pkl. 17.00 WIB
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hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau
kebiasaan masyarakat setempat, Ibu-lbu tidak memperhatikan rukun dan
syarat-syarat gadai dalam Islam, sebagaimana berdasarkan uraian di atas dapat
diketahui bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang berharga dan
memiliki nilai jual, yang terjadi pada masyarakat Talang Kecamatan Teluk
Betung Selatan, Bandar Lampung terjadi karna faktor keadaan yang tidak
memungkinkan dengan tidak memiliki atau memegang uang mereka pun
berfikir untuk menggadaikan barang yang ada di dalam rumah dengan tidak
ada niatan untuk membayar ataupun. menebus hutang kembali barang yang
mereka gadaikan tersebut darl pada mereka memlllh untuk meminjam uang
kepada pihakg koperaSI kellllng Dan plhak Murtahln merasa sangat di rugikan

[ F-|

ang gadalan tersiiut di jual kemball oleh ) '

‘../

memenuhi jumlah hu



BAB IV
ANALISIS DATA

A. Praktik Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang Kecamatan
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari data lapangan yaitu
hasil wawancara dan dokumentasi beserta data kepustakaan baik diperoleh
langsung dari buku- buku dan sumber-sumber lain, yang berkaitan dengan
judul penelitian ini yang berjudul “Praktik Gadai Barang Rumah Tangga” di
masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung maka
sebagai langkah selanjutnya “penulis akan menganalisa data yang telah di
kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelltlan ini.

Praktpk gadal yang di Iakéanakan dl masyarakat Talang Kecamatan

Selatan Banba'“adalah pi am
d'ag.Murtahm De akan suatu perjanjian
ah pi maah terjadinya utang-piutang

diantara keduanya dengan memberikan berupa jaminan barang rumah tangga

Teluk jam uang yang

dilakukan o

seperti (Kulkas, Meja Makan, Tv Lcd, Kursi Tamu Jati, Tupperware 1 set),
yang diserahkan oleh Rahin kepada pihak Murtahin dan di sepakati oleh
keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa Rahin akan melunasi
hutang-nya.

Praktik gadai barang rumah tangga yang terjadi pada Masyarakat
Talang dengan memberikan jaminan barang rumah tangga kepada Murtahin
dimana barang tersebut dalam keadaan barang yang sudah dipakai atau

digunakan oleh pihak Rahin dan barang rumah tangga tersebut yang berada
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didalam rumah dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pihak
Rahin, pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak Rahin disebabkan
oleh berbagai macam masalah, dikarenakan faktor ekonomi yang di mana para
ibu-ibu masyarakat Talang ini melakukan kegiatan menggadaikan barang
rumah tangga-nya disaat keadaan suami mereka tidak bekerja atau
pengangguran, karena mayoritas pekerjaan di masyarakat Talang kebanyakan
adalah sebagai buruh, di saat keadaan suami mereka tidak ada pekerjaan para
ibu-ibu ini melakukan gadai barang untuk meminjam uang, agar kehidupan
sehari-hari mereka dapat terpenuhi dan hal ini sudah menjadi profesi ibu-ibu
tersebut dan sudah sangat lama berlagsung atau pun sudah sangat lama mereka

melakukan haI ini atau kejadlan ini.

Ibu- |Iq)u masyarakat Talang mereka Ieblh memlllh menggadalkan barang

gadaian tersebut untuk dapat melunasi hutang, namun barang tersebut jika
terjual nilai barang gadai yang terjual tidak menutupi nilai hutang tersebut.
Dengan adanya nilai hutang yang berkurang, jika harga melebihi jumlah
hutang maka pihak Rahin meminta untuk dibagi 2 dari kelebihan harga
tersebut, maka ibu-ibu masyarakat Talang ini tidak mau mereka meminjam
uang kepada pihak koperasi keliling yang memang ada di daerah atau kawasan
kampung tersebut. Karena jika meminjam uang di koperasi tentunya ada
tambahan hutang atau bunga dan harus membayar setiap hari sampai nominal

hutang tersebut lunas.
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Dan salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian adanya pihak yang
melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian, baik secara tertulis
maupun lisan dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Talang
Kecamatan Teluk Betung Selatan. Bahwa Rahin dan Murtahin tidak membuat
surat perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tulisan, yang dilakukan oleh
masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak adanya saksi dari
salah satu pihak, dan praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak
tersebut adalah dengan cara menyerahkan secara langsung, sejumlah uang yang
di pinjam beserta menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan hutang.

Dan mengenai berbagai macam kasus dalam BAB Il berlangsungnya

transaksi akad, gadal tersebut dengan memlnjam uang Untuk dapat meminjam

menggunakan lasan dengan uang'tei_:e tuk membayar
olah ?anak n‘én épermasalahan ut yang merasa

dirugikan yaitu piha

e ) in yang tidak ingin membayar
sepersen pun hutang-nya tersebut dan pihak Murtahin pun merasakan telah
dimanfatkan oleh pihak Rahin.

Pelaksanaan gadai yang terjadi dimasyarakat Talang Kecamatan Teluk
Betung Selatan, Bandar Lampung. Ini masih banyak yang belum mengerti dan

paham terhadap gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan

ketentuan hukum Islam.
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Barang RumahTangga
Di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar
Lampung

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada
bab sebelumnya bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang dilakukan
oleh Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
terjadi Karena faktor ekonomi, masyarakat terbiasa menggunakan cara
menggadaikan barang rumah tangga sebagai alat untuk melakukan kegiatan
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di saat suami tidak bekerja.

Akad merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan dalam
setiap transaksi, yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan
transaksi harus terleblh dahulu melakukan akad guna memperoleh kejelasan
tentan tran$ak3| yang akan di Iakukan Karena. praktlk gadal

juga k ""éié‘__ukan\akacMillﬂlis{ r 4 tiglak ¢

satu keluar iy Adlah sangat /equn]‘u r akad utang-piutang

“-\\ ‘\
tersebut ditulis, dewmta penjelasan pengembalian

uang yang di pinjam.

ang ditemukan

saksi dari salah

Berdasarkan rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan pada BAB
sebelumnya (BAB 1) dapat diketahui bahwa akad dalam gadai barang rumah
tangga di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar
Lampung. Tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam karena tidak memenuhi
atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam
hukum Islam.

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk

lisan, dengan cara Rahin datang menemui Murtahin untuk meminjam uang
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dengan jaminan suatu barang. Sebagaimana telah disebutkan dalam
pembahasan sebelumnya, bahwa akad dalam bentuk lisan diperbolehkan,
asalkan adanya saksi dari kedua pihak. Maka akad dalam utang-piutang ini
tidak sah hukumnya, karena tidak adanya saksi dalam akad ini.

Syarat yang lain juga harus terpenuhi, yaitu: pihak yang berakad
(Rahin dan murtahin) dan objek akad sebagai barang jaminan hutang. Dalam
proses gadai barang rumah tangga dimasyarakat talang terjadi adanya syarat
yang belum terpenuhi, yaitu: Rahin berjanji kepada Murtahin akan membayar
hutangnya dan menebus kembali barang jaminan, akan tetapi dalam
prakteknya, pihak Rahin tidak memenuhi perjanjian tersebut. Dan meminta
Murtahin menjual barang Jamman m|I1k Rahin.

Sebagalmana flrman Allah SWT da(lam surat Al- Baqarah |ayat 283

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi
menyembunyikan  persaksian. dan  barang siapa  yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan »2

! Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: PT Insan Medika
Pustaka,2013), h.49.
?Ibid, h.49.
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Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara
tertulis bertujuan apabila di kemudian hari Rahin tidak membayar utangnya,
pihak Murtahin pun bisa dapat menuntutnya melalui suatu badan peradilan dan
menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam tuntutan nya, sedangkan
jangka waktu pembayaran dimaksudkan agar Rahin memiliki patokan waktu
dan membayar hutangnya tepat waktu. Namun yang terjadi dimasyarakat
Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pihak Rahin
datang kepada pihak Murtahin dengan melakukan transaksi secara lisan saja,
dan tidak adanya saksi dari -kedua belah pihak dengan perjanjian yang
dilakukan secara Ilsan ini sudah terblasa dllakukan oleh para warga tersebut

dalam melakukan transak5| akad gadal tersebut karena pihak dari Murtahin

| j
i kepada plhak zln dan pihak Murtahm-ftld
man UnLuk pl at meng ngkar' Ji tersebut karena

pihak dari Murtan @Auang karena berniat ingin

menolong, karna sudah saling mengenal satu sama lain dan hidup saling

sudah rasa atau tidak

adanya

bertetangga namun niat baik dari pihak Murtahin ini malah dimanfaatkan oleh
pihak Rahin karna si pihak Murtahin merasa niat baik mereka malah
disalahgunakan pihak Rahin. Memanfaatkan keadaan si pihak Murtahin,
dengan berjanji melakukan waktu pengembalian uang dengan tanggal yang
telah ditetapkan pihak Rahin namun janji tersebut tidak ditepati, dan masalah
ini pun cukup di selesaikan secara baik-baik karna pihak Murtahin lebih
memilih barang jaminan tersebut di jual untuk melunasi hutang yang di

lakukan oleh pihak Rahin dengan tidak perlunya melalui pengadilan.
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Perjanjian ini termasuk tidak sah, karena telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian atau akad secara lisan memang
diperbolehkan asalkan adanya saksi dari kedua pihak dengan janji yang
dilakukan atau diucapkan dapat ditepati secara tepat waktu yang telah
ditentukan, selain hal-hal tersebut, aturan-aturan akad gadai dalam hukum
Islam perlu di perhatikan dalam penelitian ini, karna kesepakatan yang telah
dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak.
Berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Rahin kepada Murtahin
sudah cukup banyak mengecewakan orang, karna Rahin menggadaikan barang
ke Murtahin dengan janji memulangkan tanggal dan bulan janji ini namun
tidak dltepatl bahkan Rahln menyuruh Murtahln menjual barang jaminan
tersebut untqk meluna5| hutang namun di dalam hukum Ilslam melakukan akad

'n Ildak dapammtang kepada

j mlnan tersebut kepada Qran

‘\\ ’
menjualkan barang M«j@ka hal yang dilakukan Rahin

tidak sesuai dengan syariat Islam karena di dalam unsur praktik gadai ini jika

in, Rahin wajib

an Murtahin yang

barang jaminan terjual harga barang tersebut tidak menutupi nilai hutang
tersebut dan adanya nilai hutang yang berkurang dan praktik ini tidak sesuai
dengan rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, dan praktik gadai ini dapat
mengakibatkan kerugian bagi pihak Murtahin.

Berpedoman pada teori yang telah dijabarkan pada BAB |1l dapat di
ketahui, bahwa transaksi yang dilakukan Rahin untuk dapat meminjam uang ke
Murtahin dengan alasan untuk membayar keperluan sekolah anak agar pihak

Murtahin dapat meminjamkan sejumlah uangnya kepada Rahin. Tetapi belum
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sesuai dalam hukum Islam dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan
syarat gadai dalam hukum Islam. Dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak
Murtahin sehingga praktik gadai ini tidak boleh dilaksanakan kembali karena
pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum
memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan
dalam hukum Islam.

Namun adannya praktik kebohongan (ingkar janji), yang dimana pihak
Rahin berjanji mengembalikan uang pinjaman dan menebus kembali barang
jaminan kepada Murtahin, dan dalam masalah ini jika Rahin tidak dapat
mengembalikan sejumlah uang, maka Murtahln harus menjual barang jaminan

tersebut dalam hal |n| tentunya harga Jual barang tersebut berbeda dengan
[\ |

I, sehmgga barang jaminan yang terjugl
\Q : ,.' 4 =
. da‘[ah}:gerja#r!t&&

Dalam melakukan

apat menutupi

hutang

Murtahin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam
terhadap transaksi gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang
Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, maka penyusun dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan gadai di Masyarakat Talang di dasarkan perjanjian kedua belah
pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan, yang menyatakan telah

terjadinya transaksu utang plutangr dan dalam praktlk gadai tersebut tidak

adanya sak3| darl kedua beléh plhak prakt“ k gadal yang terjadi di
: n syarat, dalam
asyarakat talang telah

- M{g dimana setelah jatuh tempo

bahkan melebihi masa tempo yang telah dijanjikan.

merugikan salah satu

2. Gadai yang terjadi di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan,
Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam syarat
gadai tersebut bahwa barang gadai haruslah Rahin yang menjualkan barang
jaminan bukanlah Murtahin yang menjualkan. Dan praktik gadai yang
terjadi dengan menggunakan barang jaminan ini telah merugikan salah satu
pihak yaitu pihak Murtahin, yang dimana murtahin niatan ingin menolong
tetapi dimanfaatkan oleh pihak Rahin dengan adannya perjanjian yang tidak

ditepati untuk membayar hutang dengan tanggal dan bulan yang telah
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dijanjikan dan ditentukan, sudah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa
barang jaminan haruslah Rahin, yang menjual dahulu jika barang jaminan
tidak laku, maka Murtahin diperbolehkan untuk menjual barang jaminan

tersebut dan nilai hutang haruslah tertutupi.

B. Saran
Untuk masyarakat yang melakukan praktik gadai barang rumah tangga
hendaknya dalam setiap melakukan transaksi muamalah, dilakukan akad secara
tertulis dan menghadirkan saksi, hal tersebut bertujuan apabila di kemudian
hari, Rahin tidak mau membayar hutangnya, pihak Murtahin dapat menuntut

haknya dengan meflibawa Saksi dansstirat perfanjian akad tertulis tersebut
A |I| _r—k ‘%‘.'ﬂz'.'::._ ;-»;:‘;fea' %__,_ \ |
: b - i | P
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